BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini, peneliti menggunakan teknik analisis data
yaitu reduksi data dengan menyederhanakan data di lapangan dan hasil
wawancara dengan merangkum dengan tema sesuai dengan judul,

diantaranya:

1. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor
5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

Terbatas Merokok

Latar belakang munculnya peraturan daerah Kota Surabaya nomor
5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok,
bermula dari adanya warga negara yang tidak mengerti bahaya merokok,
adanya warga negara yang merokok disembarang tempat sehingga orang

yang tidak merokok (perokok pasif) menjadi korban.

Dikatakan nomor 5 tahun 2008 itu ada beberapa dasar
yang menjadi pertimbangan, ada filosofinya. Tidak ada warga
negara yang tidak paham dan tidak mengerti bahwa merokok itu
membunuh kita, resiko merokok berdampak kepada beberapa
penyakit termasuk mengganggu kehamilan, kanker, tumor, dan
lain sebagainya. Dasar daripada itu kita meilhat bahwa
masyarakat kita ini butuh diarahkan tidak sekedar berworo-woro

40



begitu tetapi, ada sebuah tindakan yang harus dilakukan kepada
mereka dengan membuat rambu-rambu maka, terbitlah peraturan
daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan
tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Sebenarnya dalam
perda itu kita masih tidak kaku, karena dari kita tidak melarang
untuk merokok. Tetapi kita mengarahkan mereka bagaimana dia
bolen merokok. Silahkan merokok, tetapi jangan mengganggu
orang yang tidak ingin merokok, atau yang tidak merokok itu akan
terkena dampak dari merokok tersebut.*(Wawancara dengan
anggota Komisi A, Bapak Erick.R. Tahalele, 10 Desember 2014, pukul
12.15 WIB).

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Pada Bab 1l Kawasan Terbatas Merokok pasal 4 yang berbunyi:
Kepala daerah menetapkan tempat umum dan tempat kerja sebagai
kawasan terbatas merokok, setiap orang yang berada di kawasan terbatas
merokok, dilarang merokok kecuali di tempat khusus yang disediakan
untuk merokok, kawasan terbatas merokok sebagaimana dimaksudkan

pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pada BAB IV Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Pada pasal 5 (ayatl)
pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 berkewajiban untuk: membuat dan memasang
tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok; wajib memberikan teguran

dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3.

38 Wawancara dengan anggota Komisi A, Bapak Erick.R. Tahalele, 10 Desember 2014, pukul 12.15
WIB
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Pada (ayat2) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan terbatas
merokok sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 berkewajiban untuk:
menyediakan tempat khusus untuk merokok; membuat dan memasang
tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan
boleh merokok; wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap

orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2).

Pada (Ayat 3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan. Pada (ayat 4) Ketentuan
lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/ petunjuk/

peringatan.

Pada BAB V Peran serta masyarakat pasal 6, (ayat ke-1)
masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok
dan kawasan terbatas merokok di daerah. Ayat ke-2 peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan cara: memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan kawasan
tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok; melakukan pengadaan dan
pemberian bantuan sarana dan prasarana Yyang diperlukan untuk
mewujudkan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok; ikut
serta dalam memberikan  bimbingan dan penyuluhan serta

pneyebarluaskan informasi kepada masyarakat; mengingatkan setiap
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orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 ayat (2); melaporkan
setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 ayat
(2) kepada pimpinan/ penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan

kawasan terbatas merokok.

Dan (ayat ke-3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat
(1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.*®

Pada Bab VII terdapat bab Sanksi Administrasi. Pasal 9. Ayat 1
pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok atau kawasan
terbatas merokok yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 atau ayat 2
dapat dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara
kegiatan, pencabutan izin, dendan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah). Ayat 2 denda sebagaimana dimaksutkan pada ayat 1
harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Ayat 3 ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana
dimaksudkan pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pada Bab VIII Tentang Ketentuan Penyidik pasal 10. Ayat 1
penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Ayat 2 penyidik

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1

39 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Terbatas Merokok .
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mempunyai wewenang Yyakni: menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan
daerah, melakukan berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka, melakukan penyitaan benda atau surat, mengambil sidik jari
dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau sanksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam,
hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian
penyidikan setelah mendapat petunjuk POLRI bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selajutnya melalui penyidik memberitauhkan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya, mengadakan tindakan lain menurut
hukum, tersangka atau keluarganya, dan mengadakan tindakan lain
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada ayat 3 penyidik sebgaimana dimaksudkan pada ayat 1 tidak
berwenang melakukan penangkapandan/ atau penahanan. dan Ayat 4
Penyidik Pegwai Negeri Sipil sebagaimana dimaksudkan apada ayat 1
dalam hal pemeriksaan tersangka, memasuki tempat tertutup, penyitaan
barang, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pengambilan
sidik jari dan pemotretan.

Pada Bab IX tentang ketentuan pidana pasal 11. Ayat 1 setiap
orang yang melanggar ketentuan pasal 3 atau pasal 4 ayat 2 dikenakan

pidana kurungan paling lima 3 bulan atau dena paling banyak Rp
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50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada ayat 2 tindak pidana

sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 adalah tindak pidana pelanggaran.

. Proses Kebijakan Publik tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

Terbatas Merokok

Proses kebijakan publik, peraturan daerah kota Surabaya nomor
5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok
ini diusulkan pertama kali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya, atas inisiatif dari para DPRD, tidak terlepas dengan adanya
latar belakang masyarakat yang tidak mengetahui kesehatan mereka jika
merokok, dan masyarakat tidak mengetahui dimana mereka merokok
yang seharusnya di tempat khusus untuk merokok, adanya orang yang
tidak merokok yang disebut dengan perokok pasif menjadi korban, hak-

hak mereka yang tidak merokok sangat tidak dihormati.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mengadakan
rapat perkumpulan para Dewan yang intinya akan mengajukan peraturan

tentang rokok tersebut kepada pemerintah kota Surabaya.
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Dengan diajukannya peraturan tentang rokok oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, pemerintah merumuskan
beberapa point yang akan menjadi kelanjutan dan pendukung dari

peraturan daerah tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan suatu tindakan dengan
menyetujui peraturan daerah tersebut. Dan mengingat dasar Undang-
Undang yang menjadi pendukung adanya peraturan daerah tentang
merokok maka dengan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya memutuskan:
Menetapkan: Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan

Kawasan Terbatas Merokok.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Beberapa hal yang perlu dipahami bahwa peraturan daerah kota
Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan
terbatas merokok, bukan untuk melarang merokok, tetapi bagaimana
merokok pada tempatnya, karena sampai dengan detik ini pabrik rokok
mendapat izin resmi, cukai rokok masih diminta oleh pemerintah, berarti
tidak munkin membuat peraturan daerah yang melarang orang yang

merokok karena kontraversi dengan, cukai rokok masih dinikmati oleh
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masyarakat dan pemerintah, pabrik rokok masih berdiri itu dizinkan
pemerintah, dan masih ada sejumlah orang dan jutaan orang terjadi,
berarti tidak munkin, peraturan daerah melarang orang merokok, dengan

peraturan daerah jika kontorversi tidak munkin satu dengan yang lain,

Tujuan Perda untuk mengatur orang yang merokok, bukan
untuk melarang merokok, orang boleh merokok disini tempat mu,
dan kalau disini kamu jangan merokok, bukan dilarang silahkan
merokok, timbulah itu harus ada ruang-ruang khusus merokok,
harus dengan satu konsekuensi semua instansi pemerintah
maupun swasta yang ingin menerapkan Perda tentang rokok,
maka instansi tersebut harus menyediakan ruang khusus merokok,
fasilitas semisal area smoking, hak asasi manusia harus
dilindungi dengan mengatur bagaimana merokok ditempatnya.
Orang yang merokok juga harus menghormati orang yang tidak
merokok, orang yang tidak merokok juga mempunyai hak untuk
bagaimana bisa menghirup udara segar, bebas rokok, akhirnya
dia menjadi korban. Orang yang merokok tidak tau tempatnya
dimana merokok maka sama halnya mereka merampas hak Asasi
orang lain. Tidak adanya keseimbangan antara Hak asasi orang

yang merokok dengan orang yang tidak merokok.*® (Wawancara
dengan anggota Komisi A, Bapak Erick.R. Tahalele, 10 Desember 2014,
pukul 12.15 WIB)

Proses kebijakan publik mengenai implementasi peraturan
daerah nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan

terbatas merokok, bapak Erick berpendapat:

Perda sudah terbit, implementasinya sudah berjalan,
sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta, dan lain
sebagainya sudah. Tinggal saja kita lakukan pengawasan. Kita
juga sering menemukan punting- punting rokok di tempat yang
bukan pada tempatnya, berarti disitu ada orang yang pernah

40 Wawancara dengan anggota Komisi A, Bapak Erick.R. Tahalele, 10 Desember 2014, pukul 12.15
WIB
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merokok. (Wawancara dengan anggota Komisi A, Bapak Erick.R.
Tahalele, 10 Desember 2014, pukul 12.15 WIB)

Keberhasilan adanya peraturan dearah itu tidak terlepas dari
masyarakat yang harus sadar, tanggap, dan juga memahami dimana
tempat merokok, atau jika sudah disediakan tempat untuk merokok

maka merokok pada tempatnya.

Tentang tingkat sejauh mana keberhasilan dari Perda itu.
Sekarang kita juga lihat dilingkungan pendidikan atau di
lingkungan kantor pemerintahan, atau Mol juga sudah
menerapkan Perda itu, tinggal nanti bagaimana tingkat
keberhasilannya seperti apa. Masih belum Maksimal, kita tidak
melarang untuk merokok, tetapi mengaturnya saja bagaimana
menempatkannya dengan baik, yang sesuai. ' (Anggota Komisi A,
Bapak Erick.R. Tahalele, 10 Desember 2014, pukul 12.15 WIB)

Berbicara implementasinya menurut pendapat dari bapak Erick:

Impelementasi sudah baik, hampir kantor pemerintah yang
jarang ditemukan orang yang merokok. Target utama adalah
Gedung pemerintah, yang kedua, hampir semua hotel juga sudah
bersih dari rokok, mol juga sudah tertib asap rokok, secara
umum, kita sudah tidak menemukan, jarang menemukan orang
yang berjalan dengan merokok di dalam hotel, mol. Secara
Implementasi sudah baik, maksimal cuman orang Indonesia ini
perlu adanya kesadaran dari masyarakat juga, banyak orang
Indonesia yang pelupa, kebiasaan buruk orang Indonesia yang
tidak meletakkan pada tempatnya, khsususnya merokok..*?
(Anggota Komisi A, Bapak Erick.R. Tahalele, 10 Desember 2014, pukul
12.15 WIB).

41 Wawancara dengan anggota Komisi A, Bapak Erick.R. Tahalele, 10 Desember 2014, pukul 12.15
WIB
42 \Wawancara dengan anggota Komisi A, Bapak Erick.R. Tahalele, 10 Desember 2014, pukul 12.15
WIB
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5. Realisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Samsat Surabaya Selatan terhadap Wajib Pajak

Dengan adanya aturan diatas mengenai peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok, maka realisasi yang terjadi di Samsat

Surabaya ini menurut Ibu Titiek.

Kami disini harus disiplin, kalau merokok harus di area
smoking, Dari dispenda itu juga sudah diterapkan adanya area
smoking. Tetapi di samsat ini belum mengadakan sosialisasi
khusus kepada masyarakat, karena samsat masih sibuk dengan
kegiatan tiap hari bekerja melayani masyarakat. Kalau tanda-
tandanya belum ada, hanya saja tulisan area smoking, untuk

petunjuk mash belum ada.**( Ibu Liek Titik selaku administrator
pelayanan PKB dan BBN KB. 16 Desember 2014 jam 14.33 WIB).

Kalau realisasi saya kira sudah cukup baik, hanya saja
kalau berbicara sosialisasi kepada masyarakat mengenai area
smooking yang ada di Samsat Surabaya Selatan itu, kita suda
menyediakan tempat, yang kurang munkin dari masyarakatnya
saja yang harus tanggap mengenai area smooking, berarti itu
tempat untuk merokok. Ya dipersilahkan untuk merokok di area
smooking tersebut karena sudah disediakan, biar tidak
mengganggu kenyamanan orang lain.**(Wawancara dengan Ibu
Endang selaku Kepala UPTD Surabaya Selatan, 16 Desember 2014
pukul 09.15 WIB).

43 Wawancara dengan lbu Liek Titik selaku administrator pelayanan PKB dan BBN KB. 16 Desember
2014 jam 14.33 WIB

4 Wawancara dengan lbu Endang selaku Kepala UPTD Surabaya Selatan, 16 Desember 2014 pukul
09.15 WIB.
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6. Perwujudan fungsi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5
Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas

Merokok (Di Samsat Surabaya Selatan)

Dengan adanya peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun
2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok,
Samsat Surabaya Selatan ini termasuk dalam kawasan terbatas merokok,
dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kawasan terbatas
merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh
dilakukan di tempat khusus, atau jika dapat disimpulkan hanya boleh

dilakukan di smooking area.

Samsat Surabaya Selatan ini mempunyai ruang khusus untuk
merokok. Smooking area berada di dalam kantor Samsat Surabaya
Selatan. Smooking area dilengkapi dengan fasilitas yakni kursi dan meja.
Tujuan dengan adanya area smoking ini adalah diharapkan para
masyarakat yang melakukan transaksi pelayanan di Samsat Surabaya
Selatan maupun masyarakat yang berada disekitar area Samsat Surabaya
Selatan, khususnya bagi perokok, agar merokok di tempat yang sudah

disediakan.
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Dengan adanya smooking area yang berada di dalam kantor
Samsat Surabaya Selatan, masyarakat yang melakukan wajib pajak atau
pun yang berada disekitar Samsat, sebagian sudah mengetahui bahwa
adanya smooking area yang berada di dalam kantor samsat dan juga ada

yang belum mengerti.

Saya Disamsat ini sedang mengurus balik nama BPKB,
saya perokok, saya mengetahui kalau di Samsat Surabaya Selatan
ini terdapat area smookingnya, cuman saya tidak pernah kesana,
lagian tempatnya mesti ditutup jadi mungkin tertutup rapat dan
jarang yang ada merokok disitu.**(Bapak Sura’l, Wajib Pajak,
Bendul Merisi, 37 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.35 WIB).

Saya di samsat ini sedang mengurus mutasi masuk, balik
nama. saya perokok, 1 bungkus itu bisa 3-4 hari,kalau dikatakan
termasuk perokok ringan, saya mengetahui kalau ada area
smoking, tetapi saya tidak pernah merokok disitu. Saya Kkira
ruangan tersebut sebaiknya dibangun di luar kantor, bukan di
dalam ruangan seperti itu, tempatnya kecil juga.**( Bapak Bagus
Priantoro, Wajib Pajak, Surabaya, 28 Tahun, 15 Desember 2014, jam
09.42 WIB).

Di Samsat ini saya mengurus STNK motor, saya tidak
merokok, tapi saya mengetahui kalau ada area smooking di

Dalam kantor samsat ini.*’(Wawancara dengan Tedi, Wajib Pajak,
Siwalankerto, 19 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.47 WIB).

4 Wawancara dengan Bapak Sura’l, Wajib Pajak, Bendul Merisi, 37 Tahun, 15 Desember 2014, jam

09.35 WIB.

46 \Wawancara dengan Bagus Priantoro, Wajib Pajak, Surabaya, 28 Tahun, 15 Desember 2014, jam

09.42 WIB.

47 Wawancara dengan Tedi, Wajib Pajak, Siwalankerto , 19 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.47

WIB.
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Masyarakat yang mengetahui adanya smooking area tidak pernah

menggunakan tempat itu, karena menurut mereka area smooking tersebut

terkesan tidak boleh dimasuki karena tertutup rapat dan jarang ada orang

yang merokok ditempat itu.

Masyarakat yang sedang melakukan wajib pajak ada yang belum

mengetahui jika di Samsat Surabaya Selatan ini mempunyai area

smooking.

Saya sedang mengurus STNK, saya tidak merokok, dan
saya juga tidak mengetahui adanya area smooking di dalam
kantor ini, jika ada area smooking menurut saya nyaman kalau
tidak pakek AC, yang penting munkin udara yang bebas begitu
apalagi di dalam ruangan seperti ini, yang jadi masalah lagi kan
kalau pakek AC asapnya mulek gitu kemana-mana tidak ada
udara bebas.*®( Bapak Pujiyana, Wajib Pajak, Jogyakarta , 42 Tahun,
15 Desember 2014, jam 10.05 WIB.)

Saya di samsat ini mengurus perpanjangan mobil. Saya
perokok, saya tidak mengetahui kalau di samsat ini ada tempat
untuk merokok, saya juga mencari tempat untuk merokok, tidak
ada petunjuknya begitu jadi bingung. Kalau menurut saya area
smoking biasanya berada diluar ruangan.**(Bapak Eka Jainuri,
Wajib Pajak, Surabaya, 35 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.16 WIB.)

Masyarakat yang sedang melakukan wajib pajak sebagian belum

mengetahui adanya smooking area yang berada di dalam kantor,

kurangnya arah petunjuk yang jelas, sehingga orang yang ingin merokok

jika tidak tau tempat dimana smooking area ini, ditakutkan adanya

48 Wawancara dengan Bapak Pujiyana, Wajib Pajak, Jogyakarta , 42 Tahun, 15 Desember 2014, jam

49 Wawancara dengan Bapak Eka Jainuri, Wajib Pajak, Surabaya, 35 Tahun, 15 Desember 2014, jam
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merokok di dalam ruangan kantor samsat. Adanya area smooking yang
jarang dipakai oleh masyarakat, karena beberapa alasan, tempat yang
kecil dan juga udara yang tidak bebas, dan juga tempat yang berada

dalam ruangan.

Masyarakat di luar kantor samsat juga ada yang berfikiran sama
dengan orang yang sedang wajib pajak dalam ruangan, yakni tidak
mengetahui adanya area smoking di dalam kantor Samsat Surabaya

Selatan.

Saya sedang mengurus STNK baru, saya perokok, kalau
area smooking saya tidak mengetahuinya, karena dari tadi saya
merokok diluar kantor, saya kira belum ada tempat ruang khusus
untuk merokok. °(Bapak Agung, Wajib Pajak, Surabaya, 43 Tahun, 15
Desember 2014, jam 10.30 WIB.)

Saya mengantar saudara mengurus surat kendaraan mati.
Saya perokok, saya tidak tau apa di samsat ini punya tempat
merokok atau tidak, saya lihat dari depan kantor, tidak ada itu
yang namanya tempat merokok. Kalau menurut saya jika ada
tempat merokok, saya belum pernah memakainya. (Bapak
Rihanto, Surabaya, 31 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.45WIB)

Masyarakat yang berada diluar kantor samsat Surabaya juga
belum mengetahui adanya smooking area yang ada di dalam ruangan.
Untuk itu masyarakat diluar kantor samsat Surabaya selatan yang

mengetahui adanya smooking area.

%0 Wawancara dengan Bapak Agung, Wajib Pajak, Surabaya, 43 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.30
WIB.
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Di Samsat saya mengurus STNK, saya perokok, dan saya
mengetahui ada ruang khusus merokok. Saya pernah
menggunakan ruang tersebut, “Kalau saya pas mengurus STNK
disini sambil menunggu antrian, saya tinggal dulu, merokok
sebentar di ruang kecil situ”. *(Bapak Yahya, Wonocolo, 39
Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.52 WIB).

Saya bekerja di Samsat sebagai tukang parkir. Saya
mengetahui adanya tempat ruang khusus merokok tetapi jarang
juga kalau menggunakan, soalnya jaga parkir. %*(Bapak Soni,
Kramat, 30 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.55 WIB).

7. Peran Serta Masyarakat Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

Terbatas Merokok.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Namun, di Samsat
Surabaya Selatan ini masyarakat hanya mengetahui adanya larangan

merokok, seperti yang diungkapkan dibawah ini, diantaranya:

Kalau peraturannya seperti apa tidak tau, taunya dilarang
merokok begitu, menurut saya dengan adanya peraturan rokok
itu, saya mendukung, kalau dilarang tidak bisa, karena sudah
menjadi kebiasaan tiap hari. Saya tidak tau aturannya
bagaimana, karena saya sebagai rakyat kecil tidak tau apa-apa. *
(Bapak Sura’l, Wajib Pajak, Bendul Merisi, 37 Tahun, 15 Desember
2014, jam 09.35 WIB).

1 Wawancara dengan Bapak Yahya, Wajib Pajak, Wonocolo, 39 Tahun, 15 Desember 2014, jam
10.52 WIB.

52 Wawancara dengan Bapak Soni, Kramat, 30 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.55 WIB).

53 Wawancara dengan Bapak Sura’l, Wajib Pajak, Bendul Merisi, 37 Tahun, 15 Desember 2014, jam
09.35 WIB.
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Saya tidak tau perdanya seperti apa, hanya tau larangan
merokok, kesannya bagus dan membuat kenyamanan orang lain
disekitar kita.>*(Bapak Bagus Priantoro, Wajib Pajak, Surabaya, 28
Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.42 WIB)

Kemudian, masyarakat yang tidak mengetahui adanya
peraturan tentang merokok tetapi mereka mendukung adanya

peraturan tentang merokok, diantaranya:

Saya tidak mengetahui mengenai aturan merokok. kalau
ada aturan rokok dari pemerintah, meski ada peraturan rokok
atau tidak ya sama saja, semua orang masih merokok, bahkan
pabrik rokok sekarang tambah banyak dan orang-orang apalagi
laki-laki banyak yang merokok. %5(Tedi, Wajib Pajak, Siwalankerto ,
19 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.47 WIB).

Saya tidak tau aturan merokok atau perdanya. Dengan
adanya peraturan rokok ya alau ada, ya rokok itu kan ekonomi,
justru ada nya rokok roda ekonomi berjalan, tidak masalah,
pabrik-pabrik juga banyak®. (Wawancara dengan Bapak Pujiyana,
Wajib Pajak, Jogyakarta , 42 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.05
WIB).

8. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan
Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok

Berdasarkan data yang ditemukan ada beberapa faktor pendukung
dalam implementasi peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008

tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, diantaranya:

5 Wawancara dengan Bagus Priantoro, Wajib Pajak, Surabaya, 28 Tahun, 15 Desember 2014, jam
09.42 WIB

5 Wawancara dengan Tedi, Wajib Pajak, Siwalankerto , 19 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.47
WIB.

% Wawancara dengan Bapak Pujiyana, Wajib Pajak, Jogyakarta , 42 Tahun, 15 Desember 2014, jam
10.05 WIB.
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1)

2)

3)

DPRD sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh instansi
pemerintah dan swasta di Kota Surabaya.

Adanya kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk
menerapkan perda.

Samsat Surabaya Selatan sudah disediakan smoking area yang terletak

di dalam kantor Surabaya Selatan.

Ada beberapa faktor penghambat, diantaranya:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang smoking area
yang ada di samsat Surabaya selatan.

Tidak adanya petunjuk atau tanda-tanda untuk menuju smoking area.
Tempat khusus untuk merokok yang tidak berfungsi.

Kurangnya masyarakat mengetahui adanya peraturan daerah Kota
Surabaya nomor 5 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas
merokok

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kenyamanan, kesehatannya.

Kurangnya masyarakat untuk memberikan hak asasi manusianya.

Hukum Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

Terbatas Merokok

Hukum yang berlaku dalam peraturan daerah Kota Surabaya

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan

56



Terbatas Merokok tercantum ada beberapa point yang pada intinya

mengarah pada sanksi administratif dan ketentuan penyidik.

Dalam peraturan tersebut adanya sanksi peringatan tertulis, denda
uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Di Samsat
Surabaya Selatan merupakan salah satu kawasan terbatas merokok, adanya
ruang khusus untuk merokok dan masyarakat di dalam kantor maupun di
luar kantor samsat Surabaya Selatan belum ada yang menggunakan

smooking area tersebut.

Di Samsat Surabaya Selatan, pernah ada orang yang melanggar
peraturan tentang rokok, ada 1-2 orang saja. Jarang sekali menemukan

orang yang melanggar aturan tentang perda rokok. Menurut lbu Titiek:

Dulu pernah ada orang yang melanggar peraturan di
samsat apalagi tentang rokok. Ada orang tua laki-laki yang masuk
ke dalam kantor samsat ini, beliau sedang merokok, asap rokok
sudah masuk ke ruangan. Pihak karyawan samsat yang bagian
pemandu itu menegurnya dan menyuruh ke smoking area. Orang
tersebut hanya diberikan teguran saja, seperti peringatan.
“Jangan merokok disini, mas! Silahkan ke smooking area yang
sudah disediakan”. Kalau misal berupa uang disini tidak ada,
karena di samsat ini kebanyakan dari wajib pajak sebgaian sudah

mengerti kalau di ruang ber-AC tidak boleh merokok. °’( Ibu Liek
Titik selaku administrator pelayanan PKB dan BBN KB. 16 Desember
2014 jam 14.33 WIB).

57 Wawancara dengan Ibu Liek Titik selaku administrator pelayanan PKB dan BBN KB.16 Desember
2014 jam 14.33 WIB).
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B. Pembahasan dan Analisis

Setelah merangkum data-data yang didapa diatas, langkah selanjutnya
peneliti menggunakan display data, dari data yang sudah terkumpul dan
terangkum diatas sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memahami

apa yang sedang terjadi, dan apa yang harus dilakukan.

Kebijakan merupakan suatu hasil yang mendalam terhadap berbagai
alternatif yang muara kepada keputusan tentang alternative terbaik.® Pada
idealnya suatu kebijakan ada dua yakni kebijakan publik untuk dilaksanakan
dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan dan kebijakan publik untuk
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan
publik itu sendiri.

Jenis-jenis kebijakan publik sangatlah beragam varian ada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Peraturan, Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Presiden, dan ada juga Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini
termasuk dalam peraturan daerah.

Berdasarkan data yang ditemukan, dapat dianalisis diantaranya:

1. Proses Kebijakan Publik

>8 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik , (Bandung: Alfabeta, 2007), 38.
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Dalam proses kebijakan publik, ada beberapa tahap kebijakan

publik meliputi:>®

Tahap Pertama, dimulai dengan mengidentifikasi masalah
kebijakan, peneliti menemukan data bahwasannya apa yang menjadi
tuntutan pemerintah mengenai kesehatan tentunya sangat penting dan
bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi masyarakat di seluruh

kota Surabaya.

Tahap Kedua, penyusunan agenda, para DPRD Kota Surabaya
memfokuskan perhatian pada kesehatan masyarakat yang begitu perlu
untuk ditingkatkan, karena kesehatan juga dapat mengancam nyawa
manusia itu sendiri. Terutama mengenai bahaya rokok yang
mengakibatkan sakit bahkan kematian. Orang yang merokok disebut
dengan perokok aktif, perokok aktif yang tidak memikirkan
bagaimana dia memposisikan dirinya pada tempat yang seharusnya

tidak dia lakukan.

Orang yang tidak merokok disebut dengan perokok pasif,
dimana orang yang tidak merokok terkena imbas dari asap perokok.
Bagi perokok pasif, hak mereka ini tidak dihargai, tidak dihormati,

karena hak mereka untuk mendapatkan udara yang bersih dan bebas

59 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 16-17.
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asap rokok menjadi tidak ada. Dan banyak sekali perokok aktif

melakukan kegiatan merokok bukan pada tempatnya.

Para DPRD Kota Surabaya berinisiatif untuk mengusulkan
peraturan tentang merokok, yang bertujuan demi kenyaman dan
ketentraman masyarakat sekitarnya, demi meningkatkan kesehatan

masyarakat, serta menghormati hak-hak perokok.

Tahap Ketiga, perumusan kebijakan. Pada tahap ini DPRD
Kota Surabaya mengajukan kepada pemerintah dan pada akhirnya
dengan latar belakang permasalahan yang terjadi tentang merokok,
maka muncullah peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008

tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Tahap Keempat, pengesahan kebijakan. Dengan persetujuan
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan
Walikota Surabaya memutuskan dan menetapkan peraturan daerah
Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan

kawasan terbatas merokok.

Tahap Kelima, implementasi kebijakan..  Mengenai
implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi anggaran publik,
dan aktivitas agen eksekutif yang orgnanisasi. Peneliti mendapatkan

data bahwasannya implementasi kebijakan mengenai peraturan Kota
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Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan
kawasan terbatas merokok, pertama adanya kawasan tanpa rokok bisa
dikatakan sudah berjalan dengan baik karena seperti rumah sakit,
tempat peribadatan sudah mulai steril dengan asap rokok, namun jika
pada kawasan terbatas merokok terkadang masih ada beberapa yang

melakukan pelanggaran dan dikatakan belum maksimal.

Di gedung DPRD Kota Surabaya, ada sebagaian bapak-bapak
yang merokok masih tidak pada tempatnya, dan ditemukannya punting
rokok-rokok di instansi pemerintah yang gedungnya menggunakan
ruang ber-AC. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat peraturan
bagaimana orang-orang perokok itu merokok pada tempatnya. Bahkan
setiap intansi pemerintah harus menyediakan smooking area. Sudah

diadakan sosialisasi ke seluruh instansi di kota Surabaya.

Tahap Keenam, evaluasi Kebijakan. Evaluasi kebijakan
dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar
pemerintah, pers, dan masyarakat. Disini, peneliti mendapatkan
sumber data, pada tahap evaluasi ini belum terlaksanakan, karena
masih mencapai tahap implmentasi. Jika ada evaluasi itu dilakukan

oleh aparat seperti Dinas Kesehatan.
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Berhubungan dengan proses kebijakan publik pada tahap
implementasi. Charles O. Jones mendefinisikan kebijakan publik
sebagai kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari dan juga
membahas aktor-aktor yang terlibat dengan memfokuskan pada
birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer.®® Memang benar
kebijakan publik sebagai kebijakan yang digunakan dalam praktek
sehari-hari, dilihat saja bahwa di Samsat Surabaya Selatan ini
termasuk tempat kerja, instansi pemerintah yang dimana dilakukan
transaksi, karyawan dan masyarakat, yakni melayani STNK, dan lain
sebagainya. O. Jones membagi tiga aktivitas utama yang penting
dalam implementasi kebijakan, yakni Organisasi, Interpretasi, dan

Penerapan, diantaranya:

Pertama, Organisasi. Organisasi pembentukan kembali sumber
daya, unit- unit metode yang menjadikan program berjalan. Seperti apa
yang dilakukan oleh peneliti, dalam penellitian di Samsat Surabaya
Selatan yang sudah melaksanakan program pemerintah mengenai
peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok
dan kawasan terbatas merokok, yang mana samsat Surabaya selatan
termasuk kawasan terbatas merokok, dalam peraturan daerah tersebut

salah satu berisi mengenai adanya Kawasan Terbatas merokok

50 Clarles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
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menyediakan tempat khusus untuk merokok, Di Samsat Surabaya
Selatan ini termasuk instansi pemerintah yang sudah mewujudkan
salah satu tujuan peraturan tersebut yaitu adanya “Smoking area” yang

berada di dalam kantor Samsat Surabaya Selatan

Kedua, Interpretasi. O. Jones, menafsirkan agar program
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang
dapat diterima dan dilaksanakan). Peraturan Kota Surabaya mengenai
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok studi kasus
kawasan terbatas merokok di Samsat Surabaya Selatan. Berdasarkan
data yang ditemukan oleh peneliti bahwasannya peraturan tersebut jika
diterapkan dalam Samsat Surabaya Selatan sudah dapat diterima oleh
pihak samsat sendiri, karena itu merupakan kebijakan pemerintah yang
harus dilakasanakan dan berhubungan dengan kesehatan juga untuk
semua masyarakat disekitar samsat Surabaya Selatan. Di samsat

Surabaya Selatan sudah ada tempat khusus merokok.

Ketiga, Penerapan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh
peneliti, samsat sudah mempunyai smooking area, smoking area
tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan dari Samsat Surabaya
Selatan sebagai kebutuhan rutin jika para masyarakat, wajib pajak,

pegawai atau karyawan samsam Surabaya Selatan yang ingin merokok
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ditempat tersebut, karena tujuan samsat sendiri juga ingin ruangan

kantornya bersih dari rokok.

2. Realisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di
Samsat Surabaya Selatan.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kawasan
tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Masyarakat seharusnya ikut
serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan

informasi kepada masyarakat lainnya.

Namun, di Samsat Surabaya Selatan ini masyarakat kurang faham
dengan adanya peraturan tersebut, dan dapat diketahui para masyarakat
yang berada di Samsat Surabaya Selatan sebagian mengetahui adanya
larangan merokok, sekedar larangan saja, padahal dalam peraturan tentang
merokok tidak disebutkan adanya larangan untuk merokok tetapi lebih kea
rah mengatur dan menempatkannya pada tempat yang sudah disediakan,
dan masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang merokok

tetapi mereka mendukung adanya peraturan tentang merokok.

Dengan adanya aturan diatas mengenai peraturan daerah Kota
Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan

terbatas merokok, maka realisasi yang terjadi di Samsat Surabaya ini
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menurut Ibu Titiek sudah diterapkan hanya saja kurang adanya sosialisasi

kepada masyarakat.

Perwujudan Fungsi sarana di Samsat Surabaya Selatan mengenai
peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa
rokok dan kawasan terbatas merokok. Dalam Peraturan daerah Kota
Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan
terbatas merokok. Samsat Surabaya Selatan termasuk dalam kawasan
terbatas merokok, dan pada kawasan terbatas merokok tersebut harus
disediakan tempat khusus dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan
di tempat khusus, atau jika dapat disimpulkan hanya boleh dilakukan di

smooking area.

Smooking Area berada di dalam kantor Samsat Surabaya Selatan.
Smooking Area dilengkapi dengan fasilitas yakni kursi dan meja. Tujuan
dengan adanya area smoking ini adalah diharapkan para masyarakat yang
melakukan transaksi pelayanan di Samsat Surabaya Selatan maupun
masyarakat yang berada disekitar area Samsat Surabaya Selatan, khususnya

bagi perokok, agar merokok di tempat yang sudah disediakan.

Peneliti menemukan banyak hal, data menunjukkan implementasi

dalam kawasan terbatas merokok dikatakan belum maksimal, diantaranya:
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Pertama, permasalahan mengenai masyarakat yang berada dalam
ruang kantor bersama Samsat Surabaya Selatan. Dimana, masyarakat
sedang melakukan wajib pajak atau melakukan transaksi pelayanan di
dalam kantor tersebut. Peneliti menemukan data bahwasannya sebagian
orang yang berada didalam ruangan tersebut sebagian orang perokok aktif
sudah mengetahui adanya smoking area, dan sebagian perokok aktif tidak

mengetahui adanya smoking area tersebut.

Kedua, Masyarakat yang berada diluar kantor Samsat Surabaya
selatan berpendapat sama bahwasannya sebagaian perokok aktif
mengetahui adanya smoking area dan sebagian perokok aktif belum

mengetahui adanya smoking area yang berada didalam kantor Samsat.

Setelah mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang harus
dilakukan, maka selanjutnya verifikasi, melakukan pencatatan untuk pola-
pola dan tema yang sama, pengelompokan dan pencarian kasus negatif,
terdapat faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi
peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan

tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

66



3. Penegakan Hukum Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Terbatas Merokok
Di Samsat Surabaya Selatan

Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok terdapat sanksi
administrasi dan ketentuan peyidik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan

bahwasannya ada sanksi tertulis, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00.

Sebagaimana dalam realitasnya, di Samsat Surabaya Selatan
mempunyai smooking area, dan berdasarkan data yang didapatkan peneliti,
Jika ada orang yang melanggar peraturan tentang rokok di samsat Surabaya
Selatan, orang yang merokok tidak pada tempatnya, ketahuan merokok
disembarangan atau di dalam kantor samsat Surabaya Selatan, penegakan
hukum yang terjadi di Samsat Surabaya Selatan adalah sebatas level
peringatan, teguran saja, tidak adanya pemberlakuan untuk sanksi berupa

denda atau uang.

Peneliti tidak menemukan adanya sanksi administratif yang berlaku
dalam peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang
kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Pihak samsat

Surabaya Selatan hanya memberikan peringatan, teguran.
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Jika ada orang yang merokok, petugas pemandu yang berjaga-jaga
di depan pintu masuk kantor samsat Surabaya Selatan, memanggil orang
tersebut, dan langsung memberikan teguran bahwasannya tidak boleh
merokok di dalam ruang kerja, dan selanjutnya diberikan peringatan, jika
melakukan lagi maka orang tersebut tidak boleh memasuki ruangan samsat

sebelum menyelesaikan kegiatan merokoknya.

Petugas samsat yang berhak menegur adalah dari pemandu samsat
Surabaya Selatan, karena pemandu bertugas di depan pintu masuk kantor
samsat Surabaya Selatan. Pemandu berhak memberikan peringatan dan
teguran bagi orang yang merokok di dalam ruang ber-AC atau dalam

kantor samsat Surabaya Selatan.

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Kawasan Terbatas Merokok Di Samsat Surabaya Selatan

Faktor pendukung

Pertama, DPRD sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh
instansi pemerintah dan swasta di Kota Surabaya. Kedua, adanya kerja
sama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan peraturan
daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok

dan kawasan terbatas merokok. Dengan memasang rambu-rambu seperti
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tanda-tanda/ peringatan/ larangan/ merokok dan petunjuk untuk ke
smooking area. Ketiga, di Samsat Surabaya Selatan sudah disediakan

smooking area yang terletak di dalam kantor Surabaya Selatan.

Faktor penghambat

Berdasarkan data yang ditemukan Pertama, tidak adanya
sosialisasi kepada masyarakat tentang smoking area yang ada di samsat
Surabaya selatan, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui
smoking area berada dalam kantor samsat, tempatnya kecil, tertutup,
dilihat dari luar seperti ruangan yang terkunci, tetapi ternyata ruang
tersebut adalah ruang khusus untuk merokok. Kedua, tidak adanya
petunjuk atau tanda-tanda untuk menuju smooking area, beradasarkan
data yang ditemukan oleh peneliti banyak masyarakat yang tidak
mengetahui karena tidak ada ada petunjuk arah untuk ke tempat smooking

area.

Ketiga, smooking area yang tidak berfungsi dan jarang dipakai
karena ruangannya tertutup, kecil, dan juga berada dalam kantor samsat
Surabaya selatan. Keempat, kurangnya masyarakat mengetahui adanya
peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tentang kawasan tanpa rokok
dan kawasan terbatas merokok, dan banyak yang acuh terhadap peraturan

daerah tersebut, masyarakat hanya memahami adanya aturan larangan
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merokok. Kelima, kurangnya kesadaran masyarakat akan kenyamanan,
kesehatannya. Keenam, kurangnya masyarakat untuk memberikan hak

asasi manusianya, kurang menghormati hak asasi masnusia lainnya.

Dalam teori Grow dan Morss mengungkapkan adanya hambatan
dalam implementasi kebijakan, seperti hambatan dalam kelemahan
konstitusi, berdasarkan data yang didapat melemahnya konstitusi dalam
hal mengadakan sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan, dengan
belum diadakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan
daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok
dan kawasan terbatas merokok maka yang menjadi hambatan adalah dari
pihak samsat Surabaya Selatan sendiri belum mengadakan dan masih

sibuk dengan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya.s

Kemudian, hambatan yang selanjutnya adalah system informasi
yang kurang mendukung. Data yang ditemukan bahwasannya di samsat
Surabaya Selatan tidak ada petunjuk arah untuk menuju smooking area,
tidak ada tanda peringatan atau tanda larangan untuk merokok, hanya saja

terdapat tulisan smooking smea di dalam kantor samsat Surabaya Selatan.
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